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DPRD Dorong Kenaikan Anggaran Operasional RT-

JAKARTA (Poskota) -
DPRD DKI mendorong
Pemprov Jakarta untuk me-
ningkatkan anggaran oper-
asional mulai dari tingkat
RT dan RW hingga seluruh
ekosistem Kelurahan di DKI
Jakarta. Hal itu disampaikan
dalam pandangan umum
terhadap Rancangan Per-
aturan Daerah Tentang Ang-
garan Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (RAPBD) Ta-
hun Anggaran 2024 dalam
rapat paripurna,

“Kami dari Fraksi PSI
mendorong kenaikan angg-
aran operasional untuk RT
dan RW. Juga, mendukung
kenaikan insentif bagi se-
luruh komponen kelurahan
lainnya, yaitu LMK, FKDM,
PKK, Dasawisma, Juman-
tik, Guru PAUD, dan Mar-
bot Masjid," kata Sekretaris
Fraksi PSI DPRD DKI Ja-
karta, Justin Adrian Unta-
yana yang dikutip Selasa
(10/10).

Menurut Justin, sejak
2018 anggaran operasional
untuk RT-RW belum pernah

RW di DKI

mengalami kenaikan. Pa-
dahal, sebagai salah satu
garda terdepan dalam me-
layani masyarakat, RT-RW
seharusnya mendapatkan
insentif yang sesuai dan lay-
ak sebagai bentuk apresia-
si bagi kinerja mereka yang
menjadi penghubung lang-
sung antara masyarakat
dengan pemerintah.

"Bahkan, terdapat RT
yang harus mengurus leb-
ih dari 400 Keluarga den-
gan total ribuan penduduk.
Apalagi saat Pandemi COV-
ID-19 kemarin, sangat ban-
yak RT-RW yang memper-
taruhkan keselamatannya
demi melayani masyarakat,
termasuk mengangkat jen-
azah saat tidak ada yang
berani mengurusnya,” ujar
Justin.

Legislator Kebon Sirih
ini juga mendorong Pen-
jabat (Pj) Gubernur DKI
Jakarta, Heru Budi Harto-
no, untuk merevisi Kepu-
tusan Gubernur (Kepgub)
1647/2018. Berdasarkan
ketentuan tersebut, uang

operasional RT ditetapkan
Rp 2 juta per bulan. Semen-
tara untuk RW sebesar Rp
2,5 juta per bulan.

"Upaya ini tentunya
harus dibarengi dengan
mengubah dasarnya, yaitu
Kepgub. Maka saya minta
dikepemimpinan Pak Heru
yang genap setahun mem-
berikan dampak dan lega-
cy yang baik untuk RT-RW
di Jakarta dengan segera
mengubah keputusan itu,"
urainya.

Selain nominal yang
layak, Anggota Komisi D
DPRD DKI ini meminta
Pemprov DKI juga untuk
menjamin turunnya dana
operasional yang tepat
waktu dan tidak menung-
gak hingga berbulan-bulan.
‘Dengan adanya tanggung
jawab terhadap jumiah pen-
duduk yang banyak, kami
Fraksi PSI menilai, eval-
uasi atas kenaikan angg-
aran operasional ini patut
dipertimbangkan ke dalam
RAPBD 2024" tutup Justin.
(Aldi/ifn)



